
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR: 11/PW.01-Kpt/11/Prov/VI/2021

TENTANG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan

terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di

lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh, perlu

dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi

Independen Pemilihan Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh

tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi

Independen Pemilihan Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
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1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4150);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH.

KESATU : Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi

Independen Pemilihan Aceh, sebagaimana tersebut dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Independen Pemilihan

Aceh sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai

tugas:

1. Melakukan pencatatan dan pengolahan data terhadap

laporan gratifikasi yang diterima, untuk selanjutnya

disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum;

2. Mencantumkan larangan pemberian/penerimaan

gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pada

setiap penugasan dan pengumuman dalam proses

pengadaan barang/jasa;

3. Memasang larangan pemberian/penerimaan gratifikasi

yang tidak sesuai dengan ketentuan pada tempat yang

memberikan pelayanan publik;

4. Melakukan sosialisasi secara berkala kepada seluruh

pegawai di lingkungan Komisi Independen Pemilihan

Aceh; dan

5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan

gratifikasi yang disampaikan.

KETIGA : Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Independen Pemilihan

Aceh dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

diktum KEDUA, bertanggung jawab dan menyampaikan

laporan kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh.
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